
113 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

A. Buku Literatur :  

 

Adam, Muhammad. 1985. Ilmu Pengetahuan Notariat. Bandung : Sinar Baru.  

Ahmadi Miru. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada. 2007 

Adiwinata, Saleh dkk. 1983. Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae 

BelandaIndonesia. Bandung: Binacipta.   

Aditama.  Ali, Ahmad. 2009. Menguak Teori hukum (Legal Theory) dan Teori 

Peradilan (Yudicial Prudence) Vol. 1 Pemahaman Awal. Jakarta: Kencana.  

Dardji Darmohardjo, Sidarta., Pokok-Pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana 

filsafat hukum Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) 

 

Habib Adjie 1, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008 

-----------------, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Bandung : Refika, 2011 

Harahap, Yahya. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP 

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan 

Kembali Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.  

--------------------. 2004. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, 

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.  

Hartanto, J.Andy. 2009. Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum 

Bersertifikat. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.  

Ibrahim, Johnny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. 

Malang: Banyumedia Publishing.  

Kie, Tan Thong. 1987. Serba-Serbi Praktek Notariat. Bandung : Alumni.  

Kohar, Abdul. 1983. Notaris dalam Praktek Hukum. Bandung: Alumni.  



114 

 

 

Marzuki, Peter Mahmud. 2015. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada 

Media Group.  

Meliala, A Qirom Syamsudin. 1985. Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta 

Perkembangannya. Yogyakarta : Liberty.  

Mertokusumo, Sudikno. 1993. Hukum Acara Perdata lndanesia. Yogyakarta : 

Liberty.  

Miru, Ahmadi. 2007. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta : PT. 

Raja Grafindo Persada.  

Naja, Daeng. 2015. Teknik Pembuatan Akta. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. 

Notodisoerjo, R.Soegondo. 1982. Hukum Notariat di Indonesia. Suatu 

Penjelasan. Jakarta : CV. Rajawali.  

Poerwadarminta, W.J.S. 1999. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 

Pustaka.  

Rusli, Hardijan. 1993. Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law. Jakarta : 

Pustaka Sinar Harapan.  

Saleh Adiwinata, A. Teloeki, H. Boerhanoeddin St. Batoeah,Kamus Istilah 

Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia, Binacipta, 1983 

Saifudin. 2007. Akta : Apa dan Bagaimana ?. Jakarta: Bintang Persindo.  

Salim, HS. 2003. Hukum Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.  

Setiawan. 1994. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta.  

Sidharta, Arief. 1996. Refleksi tentang Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.  

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. Aspek Pertanggungjawaban Notaris 

dalam Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Maju.  

Subekti. 1995. Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.  

----------. 2002. Pokok Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa.  

----------. 2005. Hukum Perjanjian. Jakarta : Intermasa.  Suhardjono. 1995. 



115 

 

 

“Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum” dalam Varia Peradilan, Nomor 123, 

1995  

Suharnoko. 2014. Hukum Perjanjian; Teori dan Analisa Kasus. Jakarta : Kencana 

Prenada Media Group.  

Syahrin, Alvi. 2001. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaanllingkungan Hidup. Medan : 

PT. Soft Media.  

Tedjosaputro, Liliana. 1991. Mal Praktek Notaris Dan Hukum Pidana. Semarang: 

CV. Agung.  

----------. 1997. Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana. 

Yogyakarta : PT. Bayu Indra Grafika.  

Thamrin, Husni. 2011. Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris, Yogyakarta : 

Laksbang Pressindo.  

Tobing, G.H.S. Lumban. 1992. Peraturan Jabatan Notaris. Surabaya: Erlangga. 

Waluyo, Bambang. 1996. Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia. 

Jakarta: Sinar Grafika.  

B.   Jurnal Hukum  

Baharudin, Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual 

Beli Tanah, Bandar Lampung : Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, 

2014 

 

Muchammad Ali Marzuki. (2018). Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik 

pada Minuta Akta yang Sudah Keluar Salinan Akta. Jurnal Komunikasi 

Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, 4(2) 

 

Ni Kadek Ayu Ena Widiasih & I Made Sarjana. (2017). Risalah Lelang sebagai 

Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli dalam Lelang. Kertha Semaya: 

Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana 

 

Octavianus M. Momuat. (2014). Alat Bukti Tulisan dalam Pemeriksaan Perkara 

Perdata di Pengadilan. Lex Privatum, Universitas Sam Ratulangi, 2(1) 

 

Ryno Bagas Prahardika & Endang Sri Kawuryan. (2018). Tanggung Gugat 



116 

 

 

Notaris atas Kelalaian dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank. Jurnal 

Transparansi Hukum, Universitas Kadiri, 1(1) 

 

Sarah Sarmila Begem., Nurul Qamar., & Hamza Baharuddin. (2019). Sistem 

Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat 

Melalui Mahkamah Pidana Internasional. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social 

Politic Genius (SIGn), 1(1) 

 

Sumaryono, Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT), Semarang, Universitas Diponegoro, 2009 

 

Suhardjono, Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, Varia Peradilan, Nomor 123, 

1995 

 

C.   Peraturan Perundangan :  

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)  

Het Herziene Indonesisch Reglemen (HIR)  

Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg)  

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  

D.  Putusan Pengadilan  

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 188/Pdt.G/2018/PN.Sby  

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 241/Pdt/2019/PT.SBY 

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 538 K/Pdt/2020  

 

 

 

 

 


